DRAFT

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR  TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 25
ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 ayat (3) Dan Pasal 34 Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa




Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedna Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembarari*-Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 143, Tambahdn

r_nbaran Negara Republik Indonesia

Norﬁbf?‘lS Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran

?Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Undlmg-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pem.' intah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

& Ci ta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Ind'onesm Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4769);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

2




Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan
Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahunt 2021 Nomor 206);

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12' Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

o
L

10. Peraturan Mentefi gama Nomor 30 Tahun1 ) 0’)0 tentang Pendirian dan

Penyelenggaraan Pesantren (Berlfa Negara Republlk Indonesia Tahun
2020 Nomor 1432) : &

I

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMONGAN TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2
3.
4
5

Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan,

Bupati adalah Bupati Lamongan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

m‘

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatl
dalam penyelenggaraan urusan pemermtahan yahg enJadl kewenangan daerah.

Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah baglan pada ‘Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan.

Pondok Pesantren yang rselanjutnya disebut} ;esantren adalah Iembaga yang berbasis
W t:‘ 5
masyarakat yang didirikan 1___1 Hﬁérscgrangan yayasan organisasi masyarakat Islam,

vi ’ Jib

dan/atau masyarakat yang menanamkan kennanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.,

c & '. .’.;’ \?
yang berce 'mm darl 51k___,pirendah ha‘t‘i r;pleran kcselmbangan moderat, dan nilai luhur

11.

12.

13.

melaksanakan mstem penjaminan mutu internal pendidikan pesantren.

Santri adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu dan bermukim di Pondok
Pesantren.
Fasilitasi Pendidikan Pesantren adalah dukungan pendanaan dan kegiatan yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan
Pesantren.
Pemberdayaan Pesantren adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan

kemandirian ekonomi Pesantren dan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
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14.  Pembinaan Pesantren adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pemenuhan sarana
prasarana, peningkatan kualitas penyelenggaraan, serta peningkatan pengetahuan dan
keahlian sumber daya Pesantren.

15.  Visitasi adalah kegiatan kunjungan untuk melakukan penilaian kelayakan program
Pondok Pesantren berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

16. Tim Visitasi adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kantor
Kementerian Agama dalam rangka kunjungan untuk melaksanakan penilaian terhadap
kelayakan penyelenggaraan pendidikan pada Pondok Pesantren.

17.  Sistem Informasi Pesantren adalah sistem yan fdibangun dan dikembangkan oleh

Pemerintah Daerah untuk mcngelola data dan ff :

?si Pesantren di Daerah.

BAB II

TATA CARA I;ELAKSANAAN FASILITASI PENDIDIKAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Dukungan Pendanaan
Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan

pendidikan Pesantren.
(2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

kemampuan keuangan Daerah yang bersumber dari APBD.

S




(3) Besaran dukungan pendanaan ditetapkan setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan
keuangan Daerah melalui Keputusan Bupati.
Pasal 4

(1) Pesantren yang dapat menerima dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 harus memenuhi persyaratan: _\

memiliki Piagam Statistik Pesantren yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama;

o ®

berdomisili di wilayah Kabupaten Lamongan;
aktif melakukan kegiatan pembelajaran:
Santri bermukim di pondok pesantren;

o 8 0

=h

{2) Dukungan pendanaan sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 3 dapa dipergunakan untuk:

= N‘:';j@ T,

“%Daerah yang memb'danglg%xrusan kesejahteraan rakyat;

\w 1 BIRED ﬁv e

b. perm shonan sebza.g'lé~ \g.na dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen:

Rencana mégeir"ah biaya ;
Surat keterangan domisili dari Desa / Kelurahan;

Foto lembaga; dan

T

Susunan Kepengurusan lembaga.

¢. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat melakukan verifikasi
dan validasi dokumen; dan

d. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Bupati sebagai bahan penetapan

penerima dukungan pendanaan.




(2) Penetapan Pesantren penerima dukungan pendanaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang membidangi
urusan kesejahteraan rakyat memberitahukan kepada lembaga yang bersangkutan.
Bagian Ketiga
Fasilitasi Keikutsertaan peserta didik
Pasal 6
(1) Selain dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah
melalui Kantor Kementrian Agama Republik Indonsia memberikan fasilitasi dengan
mengikutsertakan peserta didik pada jenjang pendidikﬁ%?inenengah yang beragama Islam
untuk mengikuti pendidikan keagamaan yang dls

4 I ggarakan oleh Pesantren.
(2) Fasilitasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1’)?(}1benka ' kepada peserta didik yang:

()

laporan

enggﬁﬁéan dana kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang

5
r.-h_)

membldangl urusan kes,ejahteraan rakyat

(2) Laporan Eebagalmana _chmaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir tahun

qf&sr;?c\

anggaran, dan memu
S
a. Laporan keglatari‘;

3, :
per anggung]awaba’.n

b. Laporan keuangan dalam bentuk realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan dana
beserta bukti pengeluaran yang sah;
¢. Dokumen / foto capaian kegiatan;
d. melampirkan susunan pengurus;
(3) Laporan pelaksanaan fasilitasi keikutsertaan peserta didik disampaikan oleh Kantor
Kementerian Agama kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap tahun ajaran.



BAB III
PEMBERDAYAAN PESANTREN
Bagian Kesatu
Peningkatan Kemandirian Ekonomi
Pasal 8
(1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian,
perdagangan, dan/atau koperasi dan usaha mikro berko?rdijlasi dengan Perangkat Daerah

yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.

(2) Pelaksanaan fasilitasi kemandirian ekonomi si
dilakukan dalam bentuk:

pelatihan kewirausahaan bagi penge{qla dan santri Pesantren

..i"

b. fasilitasi akses permodalan melalm Iembaga keuangam daerah atau program

“r

pembiayaan pemerintah;

usaha lamny' ;

<" —._.,

t"i';_ membldangl kesqahteraa :rakyat setlap:tahun dan dlkoordmamkan dalam forum yang

‘,

dlplmpm oleh Sekret’ms Daerah B,

3
‘-)

= i;j%”f;_,_ ;s K Baglan Kedua
1‘-" v .
e i)
Pemngkatan Peran Pesantren dalam Pembangunan Daerah

Pasal 9
(1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan
Daerah dilaksanakan melalui:

pelibatan Pesantren dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
b. pelibatan Pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
dan/atau
c. pemberdayaan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui kerjasama lintas sektor antara Perangkat Daerah yang membidangi
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(1)

(2)

(1

3)

(1)

urusan kesejahteraan rakyat dengan Kantor Kementrian Agama, lembaga sosial
keagamaan, dan Organisasi kemasyarakatan dibidang keagamaan.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan dan Pelaporan Pemberdayaan
Pasal 10

Pesantren yang akan mengikuti program pemberdayaan mengajukan permohonan kepada
Perangkat Daerah terkait sesuai jenis program pemberdayaan yang dibutuhkan,

Setiap Perangkat Daerah pelaksana program pemberdayaan menyampaikan laporan hasil

pelaksanaan pemberdayaan Pesantren kepada Bupati‘mélalui Sekretaris Daerah sebagai

dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan.

aerq!l gl;laksanakan oleh Perangkat Daerah
yang membldangl urusan; kesejahteraa rakyat berkoordmam dengan Perangkat Daerah

C. Fa51hta51 bantuan sarana bag1](1a1 Santri, dan Dewan Masyaikh; dan

T ,w. %

d. Fasﬂltés‘f‘ antuan sarana dan prasarana peribadatan lingkungan Pesantren.

Y k' a ? e
Pesantren penerlma bantuan sarana dan prasarana ditetapkan dengan Keputusan Bupati

berdasarkan has:i ':re}lf:lkam dan validasi kebutuhan lapangan dan kemampuan keuangan
Daerah.
Bagian Kedua
Pembinaan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pesantren
Pasal 12 _
Pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah dilaksanakan melalui:

a. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan dan sanitasi;

9



b. pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi Santri dan tenaga pendidik;

¢. konseling dan Jayanan psikologis bagi Santri;

d. edukasi tentang pencegahan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan penguatan

karakter santri; dan

e. sosialisasi program pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pesantren.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah yang membidangi urusan kesehatan, sosial, dan/atau kesejahteraan rakyat sesuai

bidangnya masing-masing,

Bagian Ketiga

Peningkatan Pengetahuan, wawasan dan K ian SDM Pesantren

4 %., ip

Santri, dan Dewan Masyalkh dllaksanakan dalam bentuk:

etensi =keagamaan,

h{"x ;\x

S i,
c. pembenan beasiswa bag1_" Klal- an Santrl dar1 keluarga kurang mampu yang

pendidik‘gi{z?gn» ,I_'_aijihan manajemen pengelolaan Pesantren, workshop, mentoring
dan bentuk Iﬁif;nya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
informatika ;
c. fasilitasi kemitraan Pesantren dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha; dan
d. fasilitasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam
perencanaan, pelaporan dan pengelolaan Pesantren.
(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan
oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat berkoordinasi

dengan Kantor Kementerian Agama.
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BABYV
PELAKSANAAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PESANTREN
Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan
Pesantren.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
a, pemerintah pusat dan/atau instansi vertikal;
b. pemerintah daerah lain;

perguruan tinggi dalam negeri dan/atau [uar negqf} 2

d. lembaga pendidikan dan pelatihan; .

¢. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah ,_,‘ﬁdanlatau badan usaha swasta;
dan/atau e

§9) Kexja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip

(3) Kerjasama yang telah dlsepakatl dlme{hgkan dalam Kesepakatan bersama antar plhak yang

RN

NErh

Nota Kesepahamz‘tn (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (SPK)

d. Jangk Waktu dan mei(amsme pelaksanaan;
e. pemblay:Aar?ke 1“: n
f. mekanisme pelaporan dan evaluasi.

(4) Perangkat Daerah yang membidangi wurusan kesejahteraan rakyat bertugas
mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait, serta berkwajiban
melaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 17
(1) Pesantren dapat mengusulkan rencana kerja sama kepada Pemerintah Daerah melalui

Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
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(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat melakukan evaluasi dan
kajian atas usulan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diteruskan
kepada Bupati.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perbaikan

dan penyusunan kerjasama pada periode berikutnya.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Bagian Kesatu
Bentuk Partisipa i

"E' [EE
. pemberlan ~masukan dan\ rekomendaSI kepada Pemerintah Daerah dalam

“, ;..,y.

.,-« »

Dukungan xterhadap ¥ eglatan Pesantrean termasuk keglatan sosial, keagamaan,

'xw"'

f. benmkpammpam lam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Partisipasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan,
kelompok, dan/atau badan.

Bagian Kedua

Mekanisme Partisipasi

Pasal 19

(1) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha berupa bantuan keuangan atau sarana prasarana
kepada Pesantren dilaksanakan langsung antara pemberi bantuan dan Pesantren penerima
dapat dilakukan secara :

a. Perorangan, melalui : kegiatan, filantropi, donasi, atau dukungan langsung kepada
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Pesantren;
b. Kelompok masyarakat seperti : lembaga zakat, organisasi kemasyarakatan, dan
komunitas pendidikan islam; dan
¢. Badan usaha melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) atau
kerjasama kemitraan sosial.

(2) Apabila bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Pemerintah
Daerah, maka mekanismenya mengacu pada Ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang
berlaku.

(3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang:
rakyat:

. TN
a. menerima dan mengelola data partisipasi wraks

'-'\.‘\ ?\

embidangi urusan kesejahteraan

Kesatu
4 ‘»ﬁ

(N

(2) Tim VlSltaSI sebagaunana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Visitasl sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

a.  Perangkat Da rah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
b. Kantor Kementerian Agama,

¢.  Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;

d.  Organisasi keagamaan atau tokoh agama/Ulama;

€. tenaga ahli dan/atau akademisi yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan
Pesantren sesuai kebutuhan; dan

f.  unsur lain yang dianggap perlu oleh Bupati.
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(4) Sususnan keanggotaan Tim Visitasi pesantren sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri atas

a. Ketua :  Sekretaris Daerah
b. WakilKetua : Asisten Pemerintahaan dan Kesejahteraan Rakyat
c. Sekretaris :  Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
d. Anggota 1. Kepala Kantor Kementrian Agama;
2. Kepala Perangkat Daerah terkait;
3. Unsur akademisi; dan

)

(6)

(D

()

legal tas dan izin, operasmnal -Pesantren;

*o{} vu

a
b. ketersedlagir} dan elayakan sarana dan prasarana;
¢.  kualitas tenapa pendidik dan kependidikan;
d.  ketersediaan kurikulum dan bahan ajar; dan
e.  kondisi lingkungan dan sanitasi Pesantren.
Bagian Kedua
\ Tata Cara Visitasi
Pasal 22
(1) Visitasi dilaksanakan paling sedikit 1 {satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.
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)

@)

4)

Tata cara pelaksanaan visitasi meliputi:

a.

b.

€.

penyusunan jadwal visitasi oleh Tim Visitasi;

pemberitahuan rencana visitasi kepada Pesantren paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum pelaksanaan;

pelaksanaan visitasi lapangan;

penyusunan berita aca,ra hasil visitasi yang ditandatangani oleh Tim Visitasi dan
pimpinan Pesantren; dan

berita acara laporan hasil visitasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8,

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memblayal.-" operasional Tim Visitasi yang
bersumber dari APBD.
Pemerintah daerah melakukan evalua31 klnerja

2

memastikan efektivitas dan ob‘]ektmtas’gpelaksanaan tugas

,ﬂ"’\ 2 ig",

perlindungan data pnbadi;

Ruang Sistem Informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memuat:

a. data dan informasi identitas Pesantren di Daerah:

b. data dan informasi Pesantren yang akan diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah;

c. data dan informasi Pesantren yang telah diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah;

d. data manuskrip karya Kiai, Pendidik, dan/atau Santri Pesantren di Daerah; dan

e. data Kiai, Pendidik, dan Santri yang memiliki potensi untuk diberikan fasilitasi

L
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pendidikan dan pelatihan.
(5) Data dalam sistem informasi pesantren digunakan untuk menentukan kebijakan dalam:
. Perencanaan program pembinaan dan pemberdayaan pesantren; )

a
b. Monitoring dan evaluasi pemberian fasilitasi Pesantren;

o

Penyusuanan profil dan peta potensi Pesantren daerah; dan
d. Penyediaan informasi publik terkait pengembangan Pesantren di daerah.

(6) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan instansi, lembaga pendidikan, atau pihak
dalam pengelolaan sistem informasi yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

Bagian Kedua \', 33 3
Mekanisme Pennelolaan Data
Pasal 24 :
(1) Setiap Pesantren yang terdaftar di wﬂayah Kabupaten Lamongan “:'aj menyampalkan

: N
Daerah. = **3;-:-,:_’-_‘3._

(2) Penyampaian data sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan melalui:
TE
a, portal Slstem Informam Pesantren yang dxsedlakan oleh Pemerintah Daerah; atau
B ..]i\‘ ‘ .-'
b.  secara- langsung kepada Perangkat Daerah yang membldangl urusan kesejahteraan

-\)1

rakyat apablla layanan d1g1ta1 belum tersedla

_,-ny-

(4) Pefangkat Daerah yang memb1dang1 urusan kesejahteraan rakyat bertanggung jawab atas

o n. ‘__, 3, (u

venﬁkam kebenaran data yang dlsampalkan oleh Pesantren.

Ry Y

(1) Sistem Informasx Pesét;i{f_gn harus dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundanéﬁhdangan di bidang keterbukaan informasi publik.

(2) Data yang bersifat rahasia dan/atau menyangkut kepentingan individu dikecualikan dari
ketentuan keterbukaan informasi.

(3) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Sistem Informasi Pesantren paling

sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
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BAB IX
SANKST ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Jenis Sanksi dan Tata Cara Pengenaan

Pasal 26

(1) Setiap pesantren yang melanggar ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2021 dikenai sanksi administratif

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dapat didahului

dengan upaya persua31f berupa:

dan/atau

b. Pemanggilan pimpinan/ pengasﬁﬁl?
pelanggaran yang dilakukan

(3) Sanksi administratif sebagalmana‘hdnnaksud pad
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian bantuan danf'atau

Pk ‘qﬁ"
c. Penghesntlan’sementara keglatan, dan/atau _
e ,,,1 ‘5..-.’."" ‘ 2

d. Pembenag rekomendasn pencabutan izin Pesantren kepada pejabat yang

ke

berwenan ; )
PR, Tk -ﬁ,,_ ke,
4) Eei%ena&:sanksx admm trfnf § ba'galman__,_dlmaksud pada ayat (3) dapat dikenakan

Y,
f“' "_};. “ d"

pelanggaran yang diléikukan *;;:2::%

[
X

'";’{’7«% Bagian Kedua
M_ekamsme Peringatan Tertulis
P

Pasal 27

(1) Sanksi permgatan tertuhs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a diberikan
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan
Pesantren yang bersangkutan dan memuat:
a. Identitas Pesantren yang dikenakan sanksi;
b. Uraian pelanggaran yang dilakukan;
¢. Dasar hukum pengenaan sanksi; dan
d. Jangka waktu yang diberikan kepada Pesantren untuk melakukan perbaikan.
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(3) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling
lama 30 (tiga puluh ) hari kerja antara setiap peringatan.

(4) Apabila setelah peringatan tertulis ketiga Pesantren tidak melakukan perbaikan,
Pemerintah Daerah dapat menerapkan sanksi selanjutnya.

Bagian Ketiga
Penghentian Bantuan dan/atau Dukungan Pendanaan
Pasal 28
(1) Sanksi penghentian bantuan dan/atau dukungan penda“flﬁgé’n sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (3} huruf b diberlakukan apabila Pe éniren
a. Tidak merespons peringatan tertulls dala;n Jangka aktu yang dltetapkan aatau

eglatan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)

i
i

: 1berlakukan apablla pelanggaran yang dilakukan Pesanfren bersifat berat dan

Tor w3,

engganggl?f ketertlban umum

@)

kegiatan internal -Pesantren seperti kegiatan pembelajaran, ibadah, dan rapat internal
Pesantren
(3) Penghentian sementara kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan memuat:
a. Jenis kegiatan yang dihentikan;
b. Jangka waktu penghentian; dan
c. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pesantren untuk dapat melanjutkan kembali

kegiatan yang dimaksud.
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Bagian Kelima
Rekomendasi Pencabutan Izin
Pasal 30

(1) Sanksi berupa pemberian rekomendasi pencabutan izin Pesantren kepada pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d diberlakukan apabila:

a. Pesantren tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara kegiatan; atau
b. Pelanggaran yang dilakukan Pesantren bersifat berat, berulang dan membahayakan

masyarakat

(2) Rekomendasi pencabutan izin sebagaunana dm]ak id:

)

.

dapm?”menga_]ukan permohonan pemulihan

i tratlf

Y Wi iR ; {l 53% SRR
L1 emcnuhl seluruh persyara’tan perbaikan yang ditetapkan.
(2) Permohonan pemﬁ_%han sta’ruswsebagam;.ﬁm?dunaksud pada ayat (1) dlsampalkan secara
S PP’

a. % Buktl telah dlla.ku{(émmya perbalkan atas pelanggaran; dan

.', zx-f,

..'i}i—r,. ]"I ‘)
(3) Perangkat Daerah ryaé{i_%r membidangi urusan kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan

Kantor Kementerian' Agama melakukan verifikasi atas permohonan pemulihan status paling
lama 14 (empat belas) hari kerja.
(4) Pemulihan status Pesantren ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 32
(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menjamin pelaksanaan fasilitast
Pesantren berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteman rakyat berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah dan instansi terkait. £

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) bertujuan untuk :
a. menilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan

serta anggran Pengembangan Pesf;l;ltren sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
’\';,J ",
b. sebagai bahan pertimbangan kebgakan\”‘ dalam perencanaan dan perbalkan program
En dnie s
fasilitasi penyelenggaraan Pesantren pada tahun ‘anggaran berlkutnya

(5) Monitoring sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) dllakukan dalam bentuk:

e, '\r‘l' ¥
o Sy, ‘s"ﬂ"\h

_fa5111ta31 Pesantren, Bu h melakukan evalua51 dan/atau perbaikan terhadap pemberian

I
’\»2 w

giatan anggaran fasnhtaSI Pesantren “

€)) vDalam hal dltemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan
bukt1 yang cukup sesual dengan hasﬂ pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah
sebagalmana dlmaksud pada ayat

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.
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Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal ...........
BUPATI LAMONGAN

YUHRONUR:EFENDI

Diundangkan di Lamongan

MOH. NALIKAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
T‘, ?‘\,' RV p ~ ._l';‘r).,
Rt N ) ¥ e
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